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ABSTRACT

Higher maritime education in Indonesia plays a strategic role in
supporting the vital maritime sector. However, challenges remain in
the implementation of legal regulations for higher education in this
sector, both in terms of curriculum quality, study program
accreditation, and human resource development. This study aims to
examine the implementation of maritime higher education law in
Indonesia, the challenges faced, and its impact on graduate quality.
The approach used is qualitative with an analytical descriptive
method, including document studies, interviews with experts and
practitioners, and focus group discussions (FGD) with students and
alumni of maritime higher education institutions. Previous research
indicates that there is still a misalignment between the higher
education curriculum and the needs of the maritime industry, as well
as low accreditation rates for study programs in this field. The
discussion of this research will include an analysis of legal regulations,
existing challenges, and the role of law in maritime human resource
development. In conclusion, reforms in maritime higher education
regulations are necessary to improve the quality of education and
align it with industry needs. Subsequent research is recommended to
evaluate more relevant curricula and their influence on graduate
competencies.
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ABSTRAK

Pendidikan tinggi dalam bidang kemaritiman di Indonesia memiliki
peran strategis dalam mendukung sektor maritim yang vital. Namun,
masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi hukum
pendidikan tinggi di sektor ini, baik dalam kualitas kurikulum,
akreditasi program studi, maupun pengembangan sumber daya
manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi
hukum pendidikan tinggi kemaritiman di Indonesia, tantangan yang
dihadapi, serta dampaknya terhadap kualitas lulusan. Pendekatan
yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis,
meliputi studi dokumen, wawancara dengan pakar dan praktisi, serta
focus group discussion (FGD) dengan mahasiswa dan alumni
perguruan tinggi kemaritiman. Penelitian terdahulu menunjukkan
bahwa masih terdapat ketidaksesuaian antara kurikulum perguruan
tinggi dan kebutuhan industri maritim, serta rendahnya akreditasi
program studi di bidang ini. Pembahasan penelitian ini akan meliputi
analisis regulasi hukum, tantangan yang ada, serta peran hukum
dalam pengembangan sumber daya manusia kemaritiman.
Kesimpulannya, perlu dilakukan reformasi dalam regulasi pendidikan
tinggi kemaritiman untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan
menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Penelitian selanjutnya
disarankan untuk mengevaluasi kurikulum yang lebih relevan dan
pengaruhnya terhadap kompetensi lulusan.

Kata Kkunci: Hukum Pendidikan Tinggi, Kemaritiman, Regulasi
Pendidikan, Kurikulum Kemaritiman, Sumber Daya Manusia

LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam
sektor kemaritiman yang memerlukan pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan.
Pendidikan tinggi di bidang kemaritiman menjadi kunci dalam mempersiapkan sumber daya
manusia yang kompeten untuk mendukung sektor ini. Dalam konteks tersebut, regulasi hukum
pendidikan tinggi dalam bidang kemaritiman memegang peranan penting dalam menciptakan
sistem pendidikan yang relevan dan berkualitas. Namun, masih terdapat tantangan dalam
implementasi hukum dan kebijakan yang menyentuh aspek pendidikan tinggi ini, baik dalam hal
kualitas kurikulum, akreditasi program studi, serta pengembangan sumber daya manusia.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam tentang
hukum pendidikan tinggi di bidang kemaritiman, tantangan yang dihadapi, serta bagaimana
implementasi kebijakan dapat memperkuat sektor kemaritiman Indonesia.

Dalam penelitian ini, beberapa teori yang relevan akan digunakan sebagai landasan pemikiran,

antara lain:
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1. Teori Hukum Pendidikan - yang mengkaji bagaimana sistem pendidikan diatur oleh
norma dan regulasi hukum untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas dan

relevan.

2. Teori Kebijakan Publik - berfokus pada proses pembentukan kebijakan publik yang
melibatkan pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan tinggi, khususnya

di bidang kemaritiman.

3. Teori Sumber Daya Manusia - untuk menganalisis bagaimana pendidikan tinggi dalam
bidang kemaritiman berperan dalam pengembangan kompetensi dan keahlian tenaga

kerja yang diperlukan untuk sektor maritim.

4. Teori Pendidikan Berbasis Kompetensi - berkaitan dengan bagaimana kurikulum
pendidikan tinggi dikembangkan agar menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan

dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri maritim.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia, didukung oleh posisi
geografisnya yang strategis dan sumber daya kelautan melimpah. Pembangunan kelautan nasional,
sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, menjadi
landasan vital untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Visi ini dipertegas oleh Presiden Jokowi pada
KTT Asia Timur 2014, yang menggarisbawahi lima pilar pembangunan maritim Indonesia, serta di
forum G-20 mengenai optimalisasi potensi laut melalui ekonomi kelautan (Sari, 2019).
Implementasi visi ini memerlukan dukungan signifikan dari sektor pendidikan tinggi kemaritiman,
yang berperan krusial dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul dan inovasi kebijakan
maritim (Lestari, 2017) .

Pembahasan mengenai kebijakan negara terkait visi poros maritim dunia juga mencakup
penyusunan peraturan perundang-undangan yang normatif dan mengikat bagi kementerian serta
pemangku kepentingan lainnya untuk mengimplementasikan penggunaan dan penyiapan sarana
dan prasarana kelautan yang memadai (Natalis & Hakim, 2021). Transformasi orientasi
pembangunan nasional dari daratan menuju maritim, yang dicanangkan pada era pemerintahan
Presiden Joko Widodo, menuntut penguatan sistem hukum dan perundang-undangan, ketahanan
maritim, serta keselamatan maritim sebagai fondasi utama (Natalis & Hakim, 2021) (Nugroho et
al., 2021). Hal ini mencakup integrasi konsep konservasi laut ke dalam pertahanan laut, serta
penegakan hukum laut berdasarkan perspektif biosekuriti (Kherid & Aminah, 2019). Pemerintah
Indonesia, melalui ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1985, telah menegaskan komitmennya terhadap kerangka hukum internasional dalam
pengelolaan sumber daya laut dan penentuan hak serta kewajiban negara di sektor maritim
(Susetyorini, 2019).

Meskipun demikian, implementasi UNCLOS 1982 di Indonesia masih menghadapi tantangan,

terutama dalam penegakan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, serta penetapan jalur pelayaran di
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Alur Laut Kepulauan Indonesia (Kasworo, 2019). Pengelolaan wilayah laut yang luas dan strategis
memerlukan kerangka regulasi yang komprehensif untuk memastikan pembangunan kelautan
yang berkelanjutan dan berdaya saing global (Nugroho et al, 2018). Peraturan perundang-
undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, serta Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, menjadi landasan hukum utama bagi pengelolaan
sumber daya kelautan dan aktivitas maritim nasional (Ardyantara et al, 2020). Pemerintah
Indonesia secara eksplisit juga mengintegrasikan visi poros maritim dunia ke dalam Kebijakan
Kelautan Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017, yang mendefinisikan
Indonesia sebagai "negara maritim yang berdaulat, maju, dan kuat" (Butar, 2023).

Visi ini menegaskan pentingnya Indonesia dalam konteks hukum laut internasional, mengingat
statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan zona maritim seluas 6,4 juta
kilometer persegi (Wuwung et al., 2024) (Ardiyanti, 2018). Status ini memberikan hak kepada
Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagaimana diakui oleh UNCLOS 1982, yang diratifikasi
melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 (Hutabarat et al,, 2020) (Natalis & Hakim, 2021).
Pengakuan internasional terhadap konsep negara kepulauan ini menuntut Indonesia untuk
mengelola laut secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat, selaras dengan amanat Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

LANDASAN TEORI

Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 juga
memperkuat landasan hukum pengelolaan sumber daya hayati dan non-hayati di wilayah laut
Indonesia, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Sodikin, 2019).
Pentingnya implementasi hukum laut internasional semakin krusial dalam mengatur hak dan
kewajiban negara atas Zona Ekonomi Eksklusif serta landas kontinen (Simatupang et al.,, 2024).
Hal ini sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 yang menjadi kerangka regulasi
utama bagi pengelolaan batas maritim, eksploitasi sumber daya, dan penyelesaian sengketa di
wilayah laut (Simatupang et al., 2024) (Susetyorini, 2019).

Dalam konteks ini, kedaulatan Indonesia atas wilayah lautnya tunduk pada kerangka
hukum internasional yang diatur oleh UNCLOS 1982 (Jamilah & Disemadi, 2020). Pemanfaatan
sumber daya laut Indonesia secara optimal harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan
nasional yang masih memerlukan penyesuaian terhadap ketentuan UNCLOS 1982 (Warow, 2017).
Tanggung jawab pengelolaan laut tersebut mencakup kepentingan nasional sebagai sumber
perekonomian, kepentingan regional dengan negara-negara tetangga, serta peran internasional
perairan Indonesia yang vital bagi perdagangan global dan keseimbangan ekosistem laut (Silalahi,
2023). Indonesia, sebagai negara kepulauan yang meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 1985, memiliki kedaulatan penuh atas perairan pedalaman, kepulauan,

dan laut teritorial, serta hak berdaulat atas zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen (Sari,
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2019) (Jamilah & Disemadi, 2020). Pemberian hak dan kewenangan tersebut memungkinkan
Indonesia untuk mengelola potensi perikanan dan sumber daya hayati serta non-hayati lainnya
yang melimpah di wilayah lautnya (Soemarmi et al., 2020).

Pengelolaan ini juga mencakup penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti
penangkapan ikan tanpa izin (illegal fishing), yang merupakan ancaman serius terhadap
keberlanjutan sumber daya laut nasional (Choiro et al., 2025). Berbagai regulasi terkait kelautan
dan kemaritiman telah diinventarisasi, mencakup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Kasworo, 2019). Selanjutnya, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menegaskan
pentingnya pengelolaan sumber daya alam laut secara berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat,
serta pemanfaatan posisi strategis wilayah laut Indonesia sebagai modal dasar pembangunan
nasional (825-64-PB.Pdf, n.d.). Adopsi UNCLOS 1982 oleh Indonesia menempatkan negara ini
memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam hayati dan
non-hayati di Zona Ekonomi Eksklusif serta landas kontinennya, yang diatur secara rinci dalam
Pasal 56 dan Pasal 76 hingga Pasal 85 Konvensi Hukum Laut 1982 (Susetyorini, 2019) (Simatupang
et al, 2024). Hak berdaulat tersebut juga mencakup pengelolaan sumber daya ikan di Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Laut Lepas, yang harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan
atau standar internasional yang berlaku (Winarno et al,, 2019).

Pengelolaan perikanan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004, yang menekankan tujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan dan tata ruang
perikanan (Tarigan, 2016). Adapun implementasi aturan hukum tersebut memiliki peran sentral
dalam menegakkan yurisdiksi nasional dan kedaulatan negara atas perairan yang menjadi hak
berdaulat Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam UNCLOS 1982 (Tahar, 2015) (Jamilah &
Disemadi, 2020). Indonesia memiliki wewenang penuh terhadap wilayah perairannya dan berhak
menetapkan ketentuan hukumnya (Jamilah & Disemadi, 2020). Di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif
Indonesia, hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia mencakup pemanfaatan sumber daya ikan, yang
penegakan hukumnya dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Jamilah & Disemadi, 2020). Pemanfaatan perairan Zona Ekonomi Eksklusif
untuk aktivitas perikanan, meskipun telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983,
masih menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan kelembagaan untuk penanganan laut lepas,
yang mengakibatkan hilangnya potensi nilai ekonomi . Oleh karena itu, diperlukan pengaturan
yang lebih komprehensif dan koordinasi antarlembaga yang efektif untuk memaksimalkan potensi
ekonomi maritim dari laut lepas. Pengelolaan yang efektif ini krusial mengingat kompleksitas
yurisdiksi dan tantangan penegakan hukum di area tersebut, terutama dalam menghadapi praktik
penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur yang merugikan negara (Sihombing,

2017).

Metode Penelitian
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Penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin (illegal
fishing) di perairan Indonesia juga menjadi fokus utama, mengingat kerugian besar yang
ditimbulkannya terhadap ekonomi dan ekosistem laut (Choiro et al., 2025) (Jamilah & Disemadi,
2020). Upaya mitigasi dan penindakan terhadap praktik IUU fishing menjadi esensial untuk
menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan kedaulatan maritim Indonesia (Tarigan, 2016).
Perlindungan ini mencakup wilayah laut dengan hak kedaulatan penuh, hak berdaulat atas
kekayaan alam, dan wilayah di mana Indonesia memiliki kepentingan tanpa kedaulatan teritorial
(Silalahi, 2023). Pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-
undangan, menjadi relevan untuk mengkaji implementasi konvensi hukum laut internasional 1982
dalam konteks penegakan yurisdiksi kriminal terkait tindak pidana illegal fishing di wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (Jamilah & Disemadi, 2020). Indonesia memiliki yurisdiksi kriminal
dalam kasus illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif-nya, berdasarkan kedaulatan yang diberikan
Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (Sirait et al., 2024). Namun, penjatuhan hukuman pidana
penjara untuk pelanggaran perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia seringkali
bertentangan dengan Pasal 73 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982, yang melarang hukuman penjara
kecuali ada perjanjian sebaliknya (Zakaria, 2012).

Hal ini menimbulkan problematika penegakan hukum (Adiananda et al,, 2019), terutama
karena terdapat perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim, yang kerap menghasilkan disparitas
putusan dalam kasus serupa. Praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur
menjadi ancaman serius yang merugikan negara secara ekonomis, merusak ekosistem laut, dan
merampas sumber daya yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal (Aminuddin &
Burhanuddin, 2023). Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap IUU fishing perlu
diperkuat melalui koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan
harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan hukum internasional (Khisni &
Febriani, 2021) (Adiananda et al., 2019). Penelitian ini secara spesifik mengkaji koherensi hukum
internasional mengenai IUU Fishing dengan penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia,
serta menganalisis desain pengaturan penegakan hukum perikanan yang optimal untuk Indonesia
dalam menangani permasalahan IUU Fishing (Akbar, 2019). Analisis ini diharapkan dapat
memberikan rekomendasi kebijakan yang kuat untuk memperkuat kerangka hukum dan
kelembagaan dalam memerangi praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak
diatur (Ekananda, 2025). Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut
adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai literatur hukum dan peraturan
perundang-undangan, serta pendekatan kasus untuk menganalisis putusan pengadilan terkait
(Jamilah & Disemadi, 2020) (Adiananda et al., 2019). Pendekatan ini berfokus pada evaluasi
efektivitas norma hukum dalam konteks penegakan yurisdiksi dan kedaulatan maritim Indonesia
(Simatupang et al., 2024).

Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi ketentuan UNCLOS
1982 terkait IUU fishing, termasuk interpretasi Pasal 73 ayat 3 yang seringkali menimbulkan
disparitas putusan hakim (Adiananda et al., 2019) (Jamilah & Disemadi, 2020). Masalah ini
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diperparah dengan batasan UNCLOS 1982 yang melarang hukuman penjara bagi pelanggaran
peraturan penangkapan ikan, yang diadopsi oleh Pasal 102 Undang-Undang Perikanan, sehingga
pelaku illegal fishing berkewarganegaraan asing tidak dapat dijatuhi sanksi pidana badan (Jamilah
& Disemadi, 2020) (Anwar et al, 2021). Perlunya revisi legislasi nasional untuk memperkuat
penegakan hukum terhadap pelaku IUU fishing, termasuk warga negara asing, menjadi krusial
dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia dan mengurangi kerugian
ekonomi serta ekologis (Akbar, 2019). Peran pendidikan tinggi kemaritiman menjadi sangat
relevan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, tidak hanya dalam aspek
teknis pengelolaan kelautan tetapi juga dalam memahami dan menerapkan kerangka hukum
maritim internasional dan nasional (Akbar, 2019). Sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan
pembuat kebijakan diperlukan untuk mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap
dinamika hukum laut global dan kebutuhan penegakan hukum di lapangan, termasuk kemampuan
hakim dan jaksa dalam menguasai hukum laut serta teknik pembuktian (Awaliyah et al., 2020).
Penguatan kapasitas ini juga mencakup pemanfaatan teknologi satelit dan radar sebagai

alat bukti yang sah di pengadilan, sebagaimana disarankan untuk mengatasi permasalahan yudisial
dalam penegakan hukum di laut (Haryanto & Setiyono, 2017). Selain itu, kolaborasi antara
berbagai instansi berwenang sangat penting untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam
memberantas tindak pidana penangkapan ikan ilegal (Saraswati & Setiyono, 2017). Pemerintah
perlu melengkapi fasilitas memadai bagi aparat penegak hukum agar memiliki kesigapan dalam
pengawasan dan pengamanan laut, serta penangkapan kapal yang terbukti melakukan tindak
pidana illegal fishing (Saraswati & Setiyono, 2017). Peningkatan kapasitas penegak hukum juga
mencakup pemahaman mendalam mengenai hukum pidana internasional dan asas-asasnya, guna
mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing yang berlandaskan
filosofis, sosiologis, dan yuridis (Haryanto & Setiyono, 2017). Penegakan hukum pidana perikanan
yang holistik memerlukan pembentukan pengadilan perikanan yang lebih banyak dan penyediaan
pelatihan khusus bagi penegak hukum, sehingga mampu menjangkau wilayah rawan
penyalahgunaan dan mengoptimalkan penanggulangan kejahatan perikanan (Akbar, 2019). Selain
itu, pembentukan organisasi perikanan sub-regional atau regional merupakan langkah strategis
untuk mengkoordinasikan upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan, termasuk
penentuan kuota alokasi dan penguatan sistem pemantauan untuk meminimalkan IUU Fishing
(Hilda & Asriyani, 2022).
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan
ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dan menjelaskan secara rinci
mengenai implementasi hukum pendidikan tinggi di bidang kemaritiman serta tantangan dan
peluang yang ada.
Data akan diperoleh melalui beberapa metode, antara lain:

1. Studi Dokumen - menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kebijakan

pemerintah, serta dokumen-dokumen pendidikan tinggi kemaritiman.
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2. Wawancara - dengan para pakar hukum, pengelola pendidikan tinggi, dan praktisi sektor

kemaritiman untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas.

3. Focus Group Discussion (FGD) - dengan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi
kemaritiman untuk mendapatkan perspektif mengenai penerapan hukum pendidikan

dalam praktik sehari-hari.

Pembahasan

Perbaikan regulasi di bidang perikanan juga esensial, terutama terkait dengan pengaturan
Unreported and Unregulated fishing , pertanggungjawaban pidana korporasi, dan yurisdiksi di laut
lepas, guna mengoptimalkan perlindungan sumber daya hayati maritim (Akbar, 2019). Pengaturan
lebih lanjut mengenai kewajiban pelaporan hasil tangkapan bagi pemilik Surat Izin Usaha
Perikanan dan sanksi pidana terkait pelanggarannya menjadi krusial untuk mengatasi unreported
fishing (Akbar, 2019). Hal ini sejalan dengan perlunya reformasi dalam penegakan hukum yang
berfokus pada substansi hukum dan sumber daya manusia guna mendukung keberlanjutan
pengembangan perikanan (Sasvia, 2019).

Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap korporasi yang terlibat dalam
kejahatan perikanan juga perlu diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan nasional,
selaras dengan rekomendasi IPOA-IUU, untuk memastikan efek jera yang memadai (Akbar, 2019).
Sinkronisasi peraturan nasional dengan kebijakan global seperti WCPFC mengenai pelaporan
penangkapan di laut lepas serta penguatan peran pengawas perikanan juga menjadi keharusan
untuk memerangi [UU Fishing secara komprehensif (Akbar, 2019). Oleh karena itu, penyusunan
aksi nasional yang terkoordinasi dan koheren antara hukum pidana nasional dan internasional
sangatlah penting untuk mendukung reformulasi peraturan perundang-undangan di bidang
perikanan, sehingga sumber daya hayati perikanan dapat diperoleh secara optimal (Akbar, 2019).

Penyempurnaan kerangka hukum pidana perikanan nasional, termasuk implementasi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana
oleh Korporasi, akan memperkuat penjeratan korporasi yang terlibat dalam IUU Fishing (Jamilah
& Disemadi, 2020). Pendekatan ini juga harus didukung dengan perluasan cakupan terminologi
kejahatan perikanan yang tidak hanya terbatas pada 1UU Fishing, melainkan mencakup spektrum
yang lebih luas dari kejahatan terkait perikanan ( fisheries crime ) untuk menanggulangi
kompleksitas modus operandi yang terus berkembang (Rini, 2020). Evaluasi menyeluruh terhadap
kerangka hukum dan kelembagaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan yurisdiksi di Zona
Ekonomi Eksklusif dan laut lepas, menjadi imperatif untuk memaksimalkan potensi ekonomi serta
menanggulangi praktik IUU Fishing secara komprehensif (Hilda & Asriyani, 2022).

Selain itu, Indonesia harus meningkatkan kerangka hukum untuk secara efektif
mengimplementasikan konvensi internasional, khususnya yang berkaitan dengan spesies yang
sangat bermigrasi, dengan membuat undang-undang domestik yang kokoh yang memberikan
hukuman berat terhadap pelanggaran (Hilda & Asriyani, 2022). Komitmen ini untuk penegakan
hukum yang ketat sejalan dengan Kode Etik untuk Perikanan yang Bertanggung Jawab, yang
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mengadvokasi adanya kerangka hukum dan kelembagaan yang kuat guna memastikan pelestarian
dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan (Jaya et al., 2021). Selain itu,
pemerintah Indonesia perlu mengubah kerangka hukum yang ada terkait perikanan, khususnya
Undang-Undang Perikanan, untuk memasukkan definisi yang jelas mengenai penangkapan ikan
ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak teratur (IUU fishing) serta kejahatan-kejahatan perikanan,
sehingga menyelaraskan legislasi nasional dengan praktik dan rekomendasi internasional yang
terbaik (Mubarok, 2019).

Pendekatan proaktif ini akan mengatasi celah-celah yang ada, seperti tidak adanya definisi
yang jelas tentang [UU fishing dan kejahatan perikanan dalam legislasi nasional, yang saat ini
menyulitkan upaya penuntutan (Mubarok, 2019). Ketidakadaan definisi yang jelas ini seringkali
menyebabkan inkonsistensi dalam interpretasi hukum dan hasil peradilan, sehingga melemahkan
upaya penegakan regulasi perikanan secara efektif (Akbar, 2019). Untuk mengatasi celah-celah ini,
pemerintah Indonesia sebaiknya memperkuat penegakan hukum dengan mengadopsi pendekatan
multi-pintu ketika pelaku IUU fishing melakukan kejahatan lainnya, serta merevisi Pasal 101
Undang-Undang Perikanan untuk memungkinkan penerapan hukuman terhadap korporasi
(Yuliantiningsih et al., 2018).

Pembahasan dalam penelitian ini akan mencakup:
1. Analisis Regulasi Hukum Pendidikan Tinggi di Kemaritiman - Mengidentifikasi undang-
undang dan kebijakan pemerintah terkait pendidikan tinggi dalam sektor kemaritiman

dan bagaimana implementasinya di perguruan tinggi.

2. Tantangan dalam Pendidikan Tinggi Kemaritiman - Menganalisis berbagai tantangan yang
dihadapi oleh perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang
kemaritiman, seperti masalah kualitas kurikulum, akreditasi program studi, dan

pengembangan tenaga pengajar.

3. Peran Hukum dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemaritiman - Menilai
bagaimana peran hukum pendidikan tinggi dalam membentuk kompetensi lulusan yang

siap menghadapi tantangan global di sektor kemaritiman.

4. Studi Kasus Perguruan Tinggi Kemaritiman di Indonesia - Analisis mendalam tentang
implementasi hukum pendidikan tinggi di beberapa perguruan tinggi kemaritiman
terkemuka di Indonesia, serta evaluasi dampaknya terhadap pengembangan industri

maritim.

KESIMPULAN
Secara Kkeseluruhan, tulisan ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan tinggi
kemaritiman dalam membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas untuk

mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
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Melalui sinergi antara kebijakan yang mendukung, penegakan hukum yang efektif, dan
pengembangan kapasitas sumber daya manusia, Indonesia dapat mengoptimalkan pemanfaatan
potensi maritimnya secara berkelanjutan (Husein & Aziz, 2020) (Jamilah & Disemadi, 2020). Upaya
ini mencakup penguatan regulasi maritim nasional serta partisipasi aktif dalam kerangka hukum
internasional untuk mengatasi tantangan seperti Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing dan
kejahatan maritim lainnya, yang telah merugikan Indonesia secara signifikan (Syahrin, 2018).
Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas kejahatan penangkapan ikan
ilegal dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan mengesahkan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai kejahatan
penangkapan ikan ilegal (Siskha et al., 2021).

Regulasi tersebut menegaskan kedaulatan Indonesia atas sumber daya perikanan di Zona
Ekonomi Eksklusif dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah
tersebut (Hilda & Asriyani, 2022). Meskipun demikian, kebijakan yang ada belum sepenuhnya
menjamin pembangunan perikanan berkelanjutan karena sifatnya yang belum komprehensif,
sementara keberadaan pengadilan perikanan khusus belum berfungsi secara optimal dalam
penyelesaian kasus pidana perikanan (Risnain, 2017). Hal ini diperparah dengan belum adanya
pengaturan yang jelas mengenai penegakan hukum di laut lepas, sehingga menyulitkan upaya
penanggulangan kejahatan perikanan yang seringkali melintasi batas yurisdiksi (Akbar, 2019).
Selain itu, penegakan hukum perikanan di Indonesia masih menghadapi tantangan substansial
dalam hal koherensi regulasi, terutama terkait standar pembuktian dan penggunaan bukti

elektronik yang belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang perikanan nasional (Akbar,

2019).
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